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IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KELURAHAN TELUK BAYUR
KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU

Indah Grafika Devanit
Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Imlementasi Program
Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur
dan faktor pendukung dan penghambat dalam menyukseskan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Metode dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus utama
penelitian yang ditetapkan adalah pemberdayaan di bidang lingkungan,
pemberdayaan di bidang sosial, serta pemberdayaan di bidang ekonomi Dan
Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menyukseskan gerakan PNPM
Mandiri khususnya di perdesaan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer
dan data skunder, sedangkan sumber data yang diambil dari informen yang
kompeten, diantaranya yaitu Ketua PNPM Mandiri Kelurahan Teluk Bayur
dengan Fadlitator PNPM Kelurahan Teluk Bayur dengan dan beberapa
masyarakat yang sedang melakukan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum selama pelaksanaan
kegiatan berjalan dengan cukup baik dikerenakan sebagian warga sudah memahami vis dan
misi dari PNPM Mandiri dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Masyarakat
adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk
mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling
mengis dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju terciptanya
tujuan pembangunan nasional. Masyarakat telah diarahakan dan diberi
pembekalan oleh pegjabat terkait mengenai sarana dan prasarana yang bertujuan
untuk kepentingan bersama, sehingga mencapai tingkat kemajuan dan
kesgjahteraan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Daerah, artinya
program ini direncanakan, dilaksnakan dan didanai bersama berdasarkan
persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan
partisipasi dunia usaha.
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PENDAHUL UAN
Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan
untuk kemajuan bangsa serta rakyat Indonesia. Pembangunan tersebut dapat
dipacu untuk mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan disegala
bidang termasuk pembangunan di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota,
kecamatan hingga pedesaan diseluruh Indonesia. Salah satu upaya untuk
mewujudkan tujuan dan citacita tersebut adalah meningkatkan efektifitas
penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Menurunnya jumlah
penduduk miskin dan angka pengangguran hendaknya dapat menjadi semangat
dan pendorong Negara Indonesia untuk mencapal tujuan dan cita-cita bangsa.

Pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan antara pencapaian dan
sasaran dalam meningkatkan kesgjahteraan rakyat. Hal ini terbukti dari masih
besarnya angka kemiskinan dan pengangguran. Di Indonesia, kemiskinan
merupakan masalah sosia yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat,
khususnya di Negara-negara berkembang salah satunya Negara Indonesia
Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial, oleh karena itu pemerintah
mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dengan menurunkan
tingakat kemiskinan dan pengangguran.

Untuk mengatas kemiskinan sangat dibutuhkan suatu solus yaitu
mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan pembangunan yang dapat
dirasakan disetiap daerah di Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya
untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang
berdimens pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan
dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sehingga pemerintah
menegeluarkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM mandiri) sejak tahun 2007.

Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimanalmplementass PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat
di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan teluk Bayur Kabupaten Berau?

2. Apa sga faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten
Berau?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementas Progran Nasiona
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Teluk
Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM
Mandiri) di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten
Berau.

Kegunaan Penelitian
Adanya kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:
A. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan
kemampuan berfikir ilmiah bagi penulis sehingga dapat memberikan masukan
bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian bagi
penelitian selanjutnya.
B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pemerintah daerah setempat dan instans terkait dalam menyukseskan Program
Nasiona Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Kerangka Dasar Teori

I mplementasi

Implementas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesa Implementasi adalah

sebagal penerapan, penerapan disini memiliki duaarti, yaitu:

a. Sebagai pelaksana dari peraturan yang telah ada kedalam tindakan dilapangan
oleh para pelaksananya.

b. Implementasi dapat pula berarti suatu usaha untuk menyesuaikan suatu
peraturan yang berlaku atau peraturan yang baru itu sebagai acuan bagi
peraturan yang akan datang.

Implementas didalam revisi kamus Webster (Solichin Abdul Wahab,
2002:64) disebutkan bahwa implementasi dirumuskan secara pendek, dimana
mengimplementasikan (to implementasi) berarti menyajikan alat bantu untuk
melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu. (to provide means for
carrying out, to give practical effect to).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006:2) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya
gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled
devel opment).

Kemudian, menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan masyarakat
adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan
yang lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM,
dana, peralatan/sarana, rencana, teknologi, (b) dari aspek proses ( pelaksanaan,
monitoring dan pengawasan), (c) dari aspek keluaran dan output (pencapaian
sasaran, efektivitas, dan efisiens).
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Program Nasional Pember dayaan M asyar akat Mandiri

Program Nasioanal Pembrdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah
program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan
dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan terutama
kemiskinan yang melanda daerah pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta
mekanisme dan prosuder program, penyediaan pendamping dan pendanaan
stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovass masyarakat dalam upaya
penanggulanagn kemiskinan berkelanjutan.

Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mengelola potens
yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih,
dan bukan masyarakat yang pasif atau hanya menggantungkan kehidupannya
dengan mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau mayarakat lainnya.
Masayarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan
melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan,
dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang
dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan
kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Sesuali dengan pedoman umum, PNPM Mandiri mempunyai prinsip atau
nilai-nila dasar yang selau menjadi landasan atau acuan dalam setiap
pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan
rangkaian kegiatan PNPM Mandiri. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu
mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri. Prinsip-prinsip itu meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada
manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak
langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik
semata.

2. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan
kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab untuk
berpartisipasi dan menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara
swakelola tanpaintervens negative dari luar.

3. Desentraisasi. Pengertian prinsip desentralisas adalah memberikan ruang
yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan
sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientas pada
masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada
masyarakat miskin.

5. Partisipasi. Pengertia prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara
aktif dalam proses atau aur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari
tahap sosialisi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan
memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
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6. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan
gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai
kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmeati
manfaat kegiatan pembangunan, Kkesetaraan juga dalam pengertian
kesgjajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

7. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil
keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

8. Transparans dan akuntabel. Pengertian transparansi dan akuntabel adalah
masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses
pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis,
legal, maupun administratif.

9. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah pemerintah dan masyarakat
harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan
kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya
yang terbatas.

10. Kolaborasi. Pengertian prinsip kolaboras adalah semua pihak yang
berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk
mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan.

11. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa setiap
pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus
telah mempertimbangkan sistem pel estariannya.

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Meningkatnya kesegjahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan
pembangunan.

Meningkatkan partisipasi selurun masyarakat, khususnya masyarakat
miskin, kelompok perempuan , komunitas adat terpencil, dan kelompok
masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan
pembangunan dan pel estarian pembangunan.

Mengembangkan kapasitas pemerintah dalan memberikan pelayanan dan
dalam memfasilitass pengelolaan pembangunan partisipatif kepada mayarakat
terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang
berpihak pada masyarakat miskin.

Sasaran PNPM Mandiri

Lokas Sasaran:

Lokas sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliuti seluruh kecamatan
perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan
tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah
PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.
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Kelompok Sasaran:
a. Masyarakat Miskin di perdesaan,
b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
c. Kelembagaan pemerintah lokal
Keluaran program dari Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri diharapkan sebagai berikut :
1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan
kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian.
2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di suatu daerah yang
bersangkutan.
3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah kecamatan dan
desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif.
4. Berfungs dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri bagi masyarakat.
5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan
sosia dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
6. Terbentuk dan berkembangnya peran serta dan kerjasama para pemangku
kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk
membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari
pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif,
pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasl-
hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut,
disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, penegmbangan
relawan, dan operasiaonal pendampingan masyarakat dan fasilitator,
pengembangan kapasitas, medias dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada
saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama
sebagai motor penggerak masyarakat diwilayahnya. Melalui kegiatan yang
dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat.
Definisi Konsepsional
Pelaksanaan Program Nasiona Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri merupakan wujud nyata pelaksanaan kegiatan dalam rangka
memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui program
yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program kgiatan yang
mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya mencakup kegiatan-
kegiatan dibidang ruang lingkup aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek
ekonomi.

METODE PENELTIAN
Jenis Pendlitian

Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian deskriptif kualitatif.
Menurut Sugiyono (2007) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan
untuk meneliti pada kondis objek yang alamiah, dimana peneliti adalah
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instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada
generalisas.

Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :
1. Library Research (Penelitian Keperpustakaan)
Pengumpulan data yang diperolen melalui buku-buku atau literatur yang
biasa digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.
2. Field work Research ( penelitian lapangan)
Pengumpulan data secara langsung kepada subjek atau objek penelitian,
dengan menggunakan teknik atau cara antaralain:
a.  Observas (pengamatan langsung)

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung didalam
memilih, mengubah, mencatat dan memberikan kode terhadap serangkaian
perilaku dan suasana yang berkenaan dengan subjek atau objek yang akan
diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan yang
berkaitan dengan PNPM Mandiri.

b. Wawancara
Cara untuk memperoleh informasi melalui prosestanya jawab secara
langsung kepada kepada pihak responden. Wawancara dilakukan kepada
Ketua PNPM Mandiri Kelurahan teluk Bayur beserta tokoh-tokoh
masyarakat dan masyarakat umum.

c. Dokumentas
Dalam pengumpulan data mengenai Implementass PNPM  Mandiri
Perdesaan ini peneliti berusaha mengumpulkan, mempelgjari berbagai
dokumen dan data-data yang berkaitan dengan Implementasi PNPM Mandiri
perdesaan.

Teknik Analisis Data
Untuk mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode
analisis deskriptif kuaitatif dari Marthew B Milles dan A. Michael Huberman

(2004 : 19) yang meliputi empat komponen.

Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis model interaktif yaitu

a. Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan
dalam suatu penelitian.

b. Penygjian data, diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Alasan mendasar dilakukan tahap ini adalah menyederhanakan
informas yang kompleks ke dalam bentuk yang padu untuk memahami
fenomena yang ada dibandingkan dengan teori yang perlu dipahami dalam
langkah ini juga merupakan kegiatan reduks data.
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c. Reduks data, yang diartikan sebagai proses pemilihan perusahaan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

d. Menarik Kesimpulan / Verifikas, adalah proses mencari arti benda-benda,
mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfiguras yang mungkin
terjadi, alur sebab akibat dan proposi penelitian. Kesimpulan-kesimpulan
jugadiverifikasi selama penelitian berlangsung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Imlementass Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kelurahan Teluk Bayur
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, yaitu Pemberdayaan dibidang
lingkungan, pemberdayaan dibidang sosial dan pemberdayaan dibidang ekonomi.

1. Pemberdayaan dibidang Lingkungan

Pembangunan aspek lingkungan dilakukan secara bersama-sama antara
masyarakat dan pemerintah. Proses pelaksanaan PNPM Mandiri pada aspek
lingkungan yang pertama adalah sosialisas awal. Masyarakat dikenalkan dan
digjak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Pihak masyarakat
yang ingin mendapatkan bantuan PNPM Mandiri kemudian membentuk
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan perwakilan dari RT.
Mereka dibentuk untuk mengelola dan mengusulkan rencana pembangunan
lingkungan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Selanjutnya
dilaksnakannya musyawarah bersama-sama untuk membahas berbagai kebutuhan
pembangunan pada aspek lingkungan dengan melihat segala permasalahan yang
ada disetiap lingkungan. Musyawarah masyarakat merupakan menyusun rencana
kegiatan jangka pendek dan menengah berdasarkan vis mis bersama, serta
membahas potensi sumber pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah
bersama-sama menyepakati prioritas pembangunan yang akan dilakukan maka
pel aksanaan kegiatan akan segera dilakukan.

Aspek lingkungan bertujuan meningkatkan kapasitas pembangunan agar
tercipta lingkungan yang lestari dan indah. Dalam membangun lingkungan yang
lestari dibutuhkan adanya peranan masyarakat untuk berpartisipas dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri pada aspek lingkungan. Peranan masyarakat sangat
penting dalam proses pembangunan lingkungan. Program yang dilakukan PNPM-
Mandiri di bidang lingkungan yaitu berupa sarana dan prasarana umum.

2. Pemberdayaan dibidang Sosial

Pemberdayaan PNPM Mandiri pada aspek sosia di Kelurahan Teluk Bayur
berupa bantuan Beasiswa untuk anak kurang mampu dalam pendidikan. Para RT
akan mendata warganya yang tidak mampu dan masih harus melakukan wajib
belgjar. Selain itu adanya bantuan sembako kepada keluarga miskin dalam jangka
waktu satu tahun sekali, dimana dananya berasal dari laba. Masyarakat Kelurahan
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Teluk Bayur memerlukan bantuan PNPM Mandiri berupa Beasiswa Pendidikan
dan bantuan sembako untuk keluarga miskin dan pengangguran. Adanya PNPM
Mandiri pada aspek sosial ini sangat membantu meringankan beban yang diraskan
warga didalam memenuhi kebutuhan hidup, misalnya anak yang putus sekolah
dapat melanjutkan sekolah mereka dan juga kebutuhan sembako dapat terpenuhi
walaupun untuk kegiatan sembako diadakan setahun sekali.

3. Pemberdayaan dibidang Ekonomi

PNPM berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan bentuk kegiatan
PNPM Mandiri pada aspek ekonomi adalah dana bergulir. Dana bergulir
merupakan dana pinjaman kepada masyarakat miskin guna mengurangi tingkat
pengangguran di Kelurahan Teluk Bayur. PNPM Mandiri pada aspek ekonomi di
Kelurahan Teluk Bayur sudah cukup memberikan suatu jalan keluar masalah
ekonomi kepada warga untuk belgjar mandiri dalam membuka peluang usaha
rumah tangga demi mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan
pekerjaan di Kelurahan tersebut.

Pemberdayaan di bidang ekonomi sangatlah penting untuk mempercepat
pemulihan ekonomi kemasyarakatan dan untuk mengatas masalah
penggangguran dan menciptakan lapangan pekerjaaan dan pemberdayaan usaha
strategi masyarakat, untuk mewujudkan pemberdayaan di bidang ekonomi maka
strategi yang digunakan adalah PNPM Mandiri untuk Kelurahan Teluk Bayur
adalah penambahan modal kepada masyarakat melalui pinjaman bergullir.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementas PNPM Mandiri
Perdesaan

Berdasarkan hasil pendlitian yang penulis lakukan dengan baik melalui
observas ,wawancara dan pengamatan secara langsung dapat di simpulkan bahwa
faktor-faktor pendukung dalam Implementass PNPM MAnNdiri Perdesaan di
Kelurahan Teluk Bayur selama ini sudah cukup berjalan dengan baik karena
disertai dengan partisipass warga. Keberhasilan dari pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah partisipas
masyarakatnya sendiri karena program ini bertujuan untuk memandirikan
masyarakat, maka partisipasi aktif dari masyarakat yang dibutuhkan dari
perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga mengelola dan memelihara kegiatan
fisik dan non fisik tersebut.

Dan faktor penghambat terdapat beberapa permaslahan yang menjadi
hambatan dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat telah menunjukkan hasil
yang maksima namun partisipasi dari beberapa Ketua RT yang terghambatnya
pelaksanaan PNPM Mandiri ini. Dari beberapa Ketua RT yang tidak hadir dalam
rembug warga sehingga warga maupun Ketua RT tersebut tidak pernah
mendapatkan dana pancingan dari PNPM Mandiri.
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PENUTUP
Kesmpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dilapangan baik melalui observas
maupun wawancara yang telah dikemukakan berdasarkan tujuan penelitian dan
fokus penelitian menunjunjukkan bahwa terwujudnya Implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur

dapat dissmpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan di bidang lingkungan adalah berupa perbaikan fasilitas umum
dan pembuatan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan warga sehingga
pemberdayaan dibidang lingkungan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
perkembangan beberapa lingkungan Kelurahan Teluk Bayur telah mengalami
kemguan yang baik dari sebelumnya dimana sebelumnya beberapa
lingkungan di Kelurahan Teluk Bayur cukup tidak diperhatikan dan lambat
laun akan menimbulkan keprihatinan.

2. Pemberdayaan di bidang sosia adalah bantuan Beasiswa untuk anak yang
tidak mampu dan bantuan lain berupa sembako yang dananya berasal dari laba
program pinjaman warga.

3. Pemberdayaan dibidang ekonomi adalah pemberian pinjaman dana bergulir
kepada masyarakat miskin. Peminjaman ini dilakukan untuk penambahan
modal mereka dan secara keseluruhan dapat dikatakan sudah berjalan cukup
baik karena dana tersebut digunakan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PNPM Mandiri sebagal
berikut :
1. Faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

a Partispas masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dalam membuat
usulan kegiatan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan yang
sesuai dengan tujuan utama PNPM Mandiri yaitu memandirikan
masyarakat dalam menggali potensi yang ada diwilayahnya

b. Keterlibatan pemerintahan dalam segi pendanaan sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang memudahkan

masyarakat mel aksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

2. Faktor-faktor Penghambat sebagai berikut :

a. Sebagian Ketua RT sebagai relawan untuk warganya tidak berpartispasi,
dikarenakan sebagian Ketua RT beranggapan program PNPM Mandiri ini
berbelit-belit sehingga mereka enggan berpartisipasi, padahal untuk
penanggulangan kemiskininan di Kelurahan Teluk Bayur dibutuhkan
partisipasi dari masyarakat terutama Ketua RT untuk perencanaan dan
pel aksanaan kegiatan PNPM Mandiri.

b. Masih ada segelintir warga akan kurangnya kesadaran masyarakat
peminjam dana bergulir dalam menengembalikan dana angsuran tepat

waktu sehingga mengahambat jalannya program pinjaman dan bergulir
berikutnya. Selain itu tidak dapatnya tepenuhi seluruh kebutuhan
masyarakat dikarenakan keterbatasan dana.
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Saran

Setelah melaui beberapa tahap-tahap penelitian Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur

Kabupaten Berau, maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak

yang terkait dengan penélitian ini. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah

sebagai berikut :

1. Perlunya partisipas masyarakat terutama Ketua RT sebagali relawan PNPM
Mandiri untuk mendukung kegiatan PNPM Mandiri, agar masyarakat
diharapkan dapat bersatu dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk bersama-
sama melakukan pemberdayaan masyarakat.

2. Perlunya pelaksanaan sosialisai secara rutin kepada masyarakat tentang
pentingnya PNPM Mandiri, dimana memberikan informas dan penjelasan
mengenai manfaat PNPM Mandiri dan memberikan dana bantuan kepada
relawan agar dapat menarik dan mengajak untuk berpartisipasi dalam PNPM
Mandiri.
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